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IKHTISAR

Listya Pramudita: PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN
AGAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber
No. 3512/Pdt.G/2009).

Pembatalan perkawinan (fasakh) merupakan rusak atau tidak sahnya
perkawinan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan atau diharamkan
oleh agama. Pembatalan perkawinan dalam pandangan figh dan dalam pandangan
hukum di Indonesia memiliki perbedaan salah satunya yaitu tentang melakukan
poligami tanpa ijin Pengadilan Agama yang terdapat dalam pasal KHI pasal 71.
Dalam figh melakukan poligami tanpa ijin baik dari istri maupun Pengadilan Agama
diperbolehkan, karena tidak ada aturan yang memberlakukan seperti itu.

Melihat kondisi yang seperti itu hukum perkawinan di Indonesia memiliki
pandangan yang berbeda dengan pandangan figh, hukum perkawinan di Indonesia
menganut asas monogami, setiap ijin poligami yang diberikan oleh Pengadilan
Agama memiliki persyaratan yang ketat dan alasan yang jelas. Dalam kasus ini yaitu
melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama, maka perkawinannya harus
dibatalkan dan perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Dalam Undang-undang
Perkawinan No. 1 tahun 1974 pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22-28 dan
KHI pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 70-76. Dari penjelasan di atas, maka
dirumuskan masalah yang terkait dengan judul di atas yakni 1. Bagaimana
kedudukan hukum pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan
hukum positif ?, 2. Bagaimana proses penerimaan dan pemeriksaan perkara no.
3512/Pdt.G/2009 ?, 3. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dan alasan-alasan
hakim Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan putusan terhadap perkara no.
3512/Pdt.G/2009 2.

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan: 1. Menjelaskan kedudukan hukum
pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, 2.
Mengetahui proses penerimaan dan pemeriksaan perkara no. 3512/Pdt.G/2009
tentang pembatalan perkawinan, 3. Mengetahui dasar pertimbangan hukum dan
alasan hakim Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan putusan terhadap
perkara no. 3512/Pdt.G/2009.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digunakan metode penelitian analisis
isi (content analysis), upaya penyusunan bahan penelitian ini, teknik yang digunakan
3 metode pengumpulan data, yaitu: wawancara, dokumentasi, kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan sebagai
berikut: 1. Pembatalan perkawinan yang disebabkan poligami tanpa ijin Pengadilan
Agama dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak diperbolehkan tetapi dalam figh
diperbolehkan, 2. Proses penerimaan dan pemeriksaan perkara no. 3512/Pdt.G/2009
diputus secara verstek, 3. Penyebab pembatalan perkawinan no. 3512/Pdt.G/2009
ialah melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh
Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan
lainnya. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di
dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-
Nya di dunia ini menjadi tenteram.’

Allah juga telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka
dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan
serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk
dari Rasul-Nya.?

Seorang muslim dianjurkan untuk menikah, demikian seruan syari’at.
Dengan seruan itu pula, Islam melarang seorang Muslim menghindari
perkawinan dengan alasan apapun. Dilarangnya seorang Muslim melajang
adalah untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta beribadah

kepada-Nya, terlebih bagi yang sudah mampu.®

M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja Prenada
Media Group, 2003), h. 1.

ZAbdur Rahman 1. Doi, Perkawinan dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT. RINEKA
CIPTA, 1996), h. 1.

3Tim Al-Manar, Fikih Nikah Panduan Syar’l Menuju Rumah Tangga Islam, (Bandung:
PT. Syaamil Cipta Media, 2006), h. 3.



Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara
seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara
keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.

Esensi yang terkandung dalam syari’at perkawinan adalah mentaati
perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu rumah tangga
yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak
keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak
hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan
eksternal yang melibatkan banyak pihak.*

Suatu perkawinan merupakan ikatan suci lahir dan batin. Namun seiring
dengan perkembangan global seperti yang kita lihat saat ini, maka terjadinya
pelanggaran terhadap larangan perkawinan sangat mungkin terjadi. Salah
satunya pelanggaran dalam perkawinan yang menyebabkan terjadinya
pembatalan perkawinan.

Dalam terminologi Undang-undang Perkawinan, nikah al fasid dan al-
batil dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan. Bedanya
pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum perkawinan berlangsung
sedangkan pembatalan mengesankan perkawinan telah berlangsung dan
ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat
ataupun rukun serta perundang-undangan. Baik pencegahan dan pembatalan

tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah perkawinan.

*Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.1.



Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya
pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga
perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran
terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi
maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas
permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.®

Selain itu, pembatalan perkawinan dapat terjadi karena terdapat hal-hal
yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena
sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup
perkawinan berlangsung. Pembatalan perkawinan dapat juga diminta oleh istri
dengan alasan istri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan
atau kedudukan suami.’

Pembatalan perkawinan akibatnya dapat merugikan pihak-pihak yang
bersangkutan karena ditemukan adanya pelanggaran terhadap syarat dan rukun
dalam perkawinan.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan No. 3512/pdt.G/2009 yang
terjadi di Pengadilan Agama Sumber ialah berawal dari adanya perkawinan
seorang pria yang bernama S.W dengan seorang wanita yang bernama E.D yang

kemudian setelah perkawinannya berlangsung cukup lama, tiba-tiba ada laporan

*Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 98&107.

SAhmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UIl Press Yogyakarta
(anggota IKAPI), 2000), h. 85-86.



dari seorang wanita yang mengaku sebagai istri sah dari S.W yang bernama E.K
melaporkan kepada pihak KUA bahwa E.K adalah istri sah dari S.W dengan
menunjukkan akta nikah kepada pihak KUA. Hal ini disebabkan karena S.W
menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seijin dari E.K dan Pengadilan Agama
dengan menunjukkan akta nikah kepada pihak KUA, setelah mendengar laporan
dari E.K akhirnya pihak KUA memutuskan untuk mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan dengan alasan melakukan poligami tanpa ijin kepada
Pengadilan Agama.

Hal ini menjadi sebuah fenomena yang menarik bagi Penulis, berdasarkan
permasalahan tersebut maka Penulis memutuskan untuk menulis skripsi dengan
judul : “PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  SUMBER NO.
3512/Pdt.G/2009”. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dasar
pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim dalam memberikan putusan
terhadap perkara pembatalan perkawinan.

B. Perumusan Masalah
Dalam Perumusan Masalah penelitian ini dibagi tiga bagian, yaitu :
1. Identifikasi Masalah
a. Wilayah Penelitian
Wilayah penelitian skripsi ini adalah Hukum Acara Peradilan Agama

dalam lingkup Figh Munakahat.



b.

Pendekatan Penulisan
Pendekatan penulisan pada skripsi ini adalah menggunakan pendekatan

yuridis normatif.

. Jenis Masalah

Jenis masalah pada skripsi ini adalah adanya perbedaan antara hukum
Islam dan hukum positif tentang pembatalan perkawinan serta
ketetapannya di Pengadilan Agama studi kasus putusan Pengadilan

Agama Sumber.

Pembatasan Masalah

Untuk agar tidak melebarnya permasalahan pada skripsi ini, maka Penulis

akan membatasi masalah dengan hanya membahas tentang ketidakjelasan

perkara pembatalan perkawinan dan dasar pertimbangan hakim dalam

memberikan keputusan setelah adanya putusan Pengadilan Agama Sumber.

Pertanyaan Penelitian

Dari permasalahan yang ada di atas maka timbul pertanyaan-pertanyaan dari

skripsi ini mengenai pembatalan perkawinan. Adapun pertanyaannya adalah

sebagai berikut :

a.

Bagaimana kedudukan hukum pembatalan perkawinan dalam perspektif
hukum Islam dan hukum positif ?
Bagaimana  proses penerimaan dan  pemeriksaan  perkara

n0.3512/Pdt.G/2009 tentang pembatalan perkawinan ?



c. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim
Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan putusan terhadap
perkara no.3512/Pdt.G/2009 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui kedudukan hukum pembatalan perkawinan dalam
perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Untuk dapat mengetahui proses penerimaan dan pemeriksaan perkara
n0.3512/Pdt.G/2009 tentang pembatalan perkawinan.

3. Untuk dapat mengetahui dasar pertimbangan hukum dan alasan hakim
Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan putusan terhadap perkara
n0.3512/Pdt.G/20009.

D. Kerangka Pemikiran
Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis
antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses
kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam
mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi
kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu, perkawinan juga

berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok



kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada
Allah.’

Islam menganjurkan perkawinan seperti dalam Q.S An-Nisa: 1, “Hai
sekalian umat manusia bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri (Adam) dan darinya Allah menciptakan
istrinya (Hawa) dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak”.8

Allah telah menjadikan aturan perkawinan sebagai salah satu sunnah-
Nya. Oleh karena itu, perkawinan juga merupakan salah satu misi yang
didakwahkan Nabi dengan landasan ayat-ayat Al-Qur’an.’

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk
pria maupun wanita. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena
hukum dan agama dari yang bersangkutan membolehkannya, seorang suami
dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami
dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak
yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan
tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. Pegawai pencatat perkawinan dilarang

untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih

"R. Abdul Jamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsum limu
Hukum (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 75.
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, h. 11.
®Mahmud ~Al-Subbagh, Tuntunan Keluarga Bahagia, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2002), h. 9.



dari seorang sebelum adanya ijin Pengadilan (pasal 44 PP N0.9/1975). Jika hal
ini tetap dilakukan maka ada kemungkinan terjadinya pembatalan perkawinan.®

Menurut Hilman Hadikusuma, Hukum perkawinan nasional memakai
tiga istilah yaitu “pencegahan perkawinan”, penolakan perkawinan”, dan
“pembatalan perkawinan”. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh pihak
keluarga atau yang mengurus calon mempelai atau juga Pejabat apabila
persyaratan perkawinan tidak terpenuhi. Penolakan perkawinan dapat dilakukan
oleh pegawai pencacat perkawinan apabila ada larangan terhadap perkawinan,
dan pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh keluarga atau oleh Pejabat jika
perkawinan itu tidak memenuhi persyaratan.™

Mengingat bahwa dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat
yang jauh lebih baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, maka
untuk memungkinkan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diingini
olen kedua belah pihak, maka pembatalan suatu perkawinan hanya dapat
diajukan oleh pihak-pihak kepada Pengadilan dalam daerah hukum yang
meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal dari kedua
belah pihak suamifistri.*2

Selain itu, batalnya sebuah perkawinan dapat diputuskan oleh Hakim

setelah mempertimbangkan dengan seksama gugatan terhadap suami yang

Ok utbuddin Aibak, Kajian Figh Kontemporer, (Yogyakarta: TERAS, 2009), h. 65-66.

" Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h.
100.

2Moh.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 tahun
1974 dan KHI, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 177-178.



dilakukan oleh pihak istri. Apabila hakim yakin bahwa perempuan itu dirugikan
dalam perkawinannya, hakim dapat membatalkan perkawinan itu.*®
Langkah-langkah Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :
1. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi isi
(content analysis), yang oleh Klaus Krippendorf , didefinisikan sebagai yang
dapat ditiru (reflicable) dan shahih dari data dengan memperhatikan
konteksnya.
2. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :
a) Wawancara
Interview disebut juga wawancara atau kuesioner lisan, sebuah dialog
yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari
terwawancara.
Interview dilakukan oleh Penulis dengan Hakim-Hakim yang menangani

perkara yang diputuskannya dan para pihak yang berperkara.

3A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari’ah), (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2002), h. 224.
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b) Studi Dokumentasi
Penulis mempelajari dokumen-dokumen berkas perkara atau putusan
Pengadilan Agama, surat-surat dan segala hal yang berkaitan dengan
perkara yang diteliti.

c) Studi Kepustakaan
Studi ini dilakukan dengan maksud memperoleh informasi yang dapat
mendukung terhadap masalah yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

3. Penentuan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Sumber Primer
Salinan putusan Pengadilan Agama Sumber no.3512/Pdt.G/2009 dan
hasil wawancara dengan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Sumber serta
para pihak yang berperkara.

b) Sumber Sekunder
Yang terdiri dari buku-buku penunjang yang relevan dengan masalah
yang dikaji serta sumber-sumber lain yang dapat membantu dalam
penelitian ini. Seperti: Hukum Perdata Islam oleh Zainuddin Ali, Fikih
Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap oleh H.M.A. Tihami, Sohari
Sahrani dan Hukum Perkawinan Islam oleh Drs. H. Rahmat Hakim

4. Penentuan Jenis Data
Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data

kualitatif yang meliputi :



11

a) Duduk perkara dari permohonan Pemohon atas putusan
no.3512/Pdt.G/2009 di Pengadilan Agama Sumber.
b) Dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Sumber dalam putusan no. 3512/Pdt.G/2009.
5. Analisa Data
Setelah data terkumpul dikemudian hari diolah menggunakan analisis isi
(content analysis), yaitu dengan cara data yang ada di analisis melalui proses
Klasifikasi yang didasarkan pada ketegori yang dipakai, dikaji secara teks dan
konteks, dicari hubungan antara satu dengan yang lainnya dan ditinjau sesuai
dengan ketentuan yang ada dan berlaku. Diharapkan dari penelitian semacam
ini akan diperoleh kejelasan dari masalah yang sedang diteliti. Adapun
langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
a) Menelaah seluruh data-data yang diperoleh dari Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sumber.
b) Menyusun seluruh data dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.
F. Sistematika Penulisan
Untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan serta
memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka di bawah ini dijelaskan
sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :
BAB |, PENDAHULUAN, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian,

dan Sistematika Penulisan.
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BAB Il, HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN, terdiri dari: Pembatalan
Perkawinan Menurut Figh, Pembatalan Perkawinan Menurut UU No.1l tahun
1974, dan Pembatalan Perkawinan Menurut KHI.

BAB Ill, PROSES PERADILAN ATAS PUTUSAN PEMBATALAN
PERKAWINAN NO.3512/Pdt.G/2009, terdiri dari: Latar Belakang Perkara,
Proses Penerimaan dan Pemeriksaan Perkara, Duduknya Perkara, Pertimbangan
Perkara, Dasar Hukum dan Amar Putusan No0.3512/Pdt.G/2009 tentang
Pembatalan Perkawinan.

BAB IV, ANALISA TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO.3512/Pdt.G/2009
TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN, terdiri dari: Analisis Hukum
Formil dan Analisis Hukum Materiil atas putusan perkara No.3512/Pdt.G/2009.

BAB V, PENUTUP, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.
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BAB Il

HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Pembatalan Perkawinan Menurut Figh

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan
dengan hukum taklifi, maupun hukum wad’i bisa bernilai sah, dan bisa pula
bernilai batal.*

Kata sah berasal dari bahasa Arab “sahih” yang secara etimologi berarti
sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah Usul Figh kata
sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan
melengkapi segala syarat dan rukunnya. Kata batal adalah lawan dari istilah sah,
artinya bilamana suatu akad tidak dinilai sah, berarti batal.?

Selain itu, batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu
amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah
ditetapkan oleh syara’. Itu dilarang atau diharamkan oleh agama.®

Batalnya perkawinan adalah “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena
tidak memenubhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama.”

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan
fasakh. Maksud dari fasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan

hubungan antara suami istri. Fasakh bisa terjadi karena tidak

'Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta:
Prenada Media, 2004), h. 19

?Ibid., h. 20

$Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 105



14

terpenuhinya syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal yang
datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.*

Fasakh juga berarti mencabut dan membatalkan yang asalnya dari pokok
kata yang berarti mencabut sesuatu yang sudah sah dan formal (legal formal).
Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudaratan dan diperbolehkan
bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau balig dan berakal.

Suami memiliki hak menalak, sedangkan bagi pihak istri disediakan
lembaga fasakh. Dengan demikian keduanya memilki hak yang sama dalam
upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya
penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum.®

Menurut Zainuddin Ali, pembatalan perkawinan adalah pembatalan
hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah.®

Keadaan fasakh di dalam hukum Islam berdasarkan nash Al-Qur’an surat
Al-Hajj ayat 78 yaitu: .

255 bacil b o2l o 3

“Tiadalah Allah menjadikan bagi kamu sekalian dalam Agama ini kesulitan™’

*M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 195-196

*Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat (Buku 1), (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010),
h.105

6Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
h. 37

’Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 276
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1. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan
Untuk menguraikan tentang dasar hukum pembatalan perkawinan, di sini
dikemukakan ayat Al-Qur’an dan Hadits yang berkenaan dengan nikah yang
dibatalkan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, misalnya larangan kawin
sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa: 22-23.

Surat An-Nisa: 22.

Lioerd I8 Gl 38 1] Sl 52 o 301 58 L 15303 ¥
Wi slos a2

“Dan janganlah kamu kawini janda-janda ayahmu, kecuali yang sudah
lampau, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan kelakuan yang paling
buruk.”

Surat An-Nisa: 23.

gijf_,’,fj,’g,mf}ﬁﬁ rnf;l.:r’ ,,l ’;;J__’_
qu

J—T

PP CASFIN PR I IO ey Cmul::
oS soid b ek s lis eadianbnlins
5—64. PR PR JCCP M ) PPEITE STy R S = P
|Mg4g|wu;g|r,su4_ujfs_[aéusjﬁ

e |Jj_&uu*uj|u|d_wuu;|u;;\;|u_d

“Diharamkan atasmu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan,
saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara perempuan dari
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bapakmu, saudara-saudara ibumu yang perempuan dari saudara-saudaramu
yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki,
anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu yang
menyusukanmu, saudara perempuan sepersusuan, ibu isterimu, anak tiri yang
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, jika kamu belum
campur dengan isterimu itu tetapi sudah kamu ceraikan, tidak mengapa kamu
menikahinya, isteri-isteri anak kandungmu, dan mengumpulkan dua
perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi di masa lampau.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. 8

Hadits Shahih Bukhari:

P
& o _ ° -
~

BJLZB L:/T 8] ;b\i,éi’\ (\:X.f- 5::..’ ;L......:-/ o ;:9

rnd wo

o - . 8 " - o - s -

-

o g_,.:.sup-)\.@:-
- - - - z

S5 55 a5, 5B G
“Dari Khansa’ binti Khizam, orang Ansar r.a., ia menceritakan bahwa
bapaknya mengawinkannya (tanpa izinnya), sedangkan ia adalah seorang
janda. la tidak suka dengan keadaan itu. la datang kepada Rasulullah saw.
Rasul membatalkan perkawinan itu.”
2. Sebab-sebab Terjadinya Batalnya Perkawinan
a. Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi
ketika akad nikah.
1) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya, adalah saudara
kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
2) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah

atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan

perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini

®Departemen Agama RI, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an, (Bandung: Firma Sumatra,
1978), cet. V, h. 164

Imam Al-Bukhary, Terjemahan Hadts Shahih Bukhari, (Kuala Lumpur: Klang Book
Centre, 2005), Jilid 1,11,111,1V, h.12
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disebut khiyar balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri,
maka hal ini disebut fasakh balig.
b. Fasakh (batalnya perkawinan) karena hal-hal yang datang setelah akad.

1) Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama Islam dan
tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena
kemurtadan yang terjadi belakangan.

2) Jika suami, yang tadinya kafir masuk Islam tetapi istri masih tetap
dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal
(fasakh). Lain halnya kalau istri adalah ahli kitab. Maka akadnya tetap
sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula
dipandang sah.™

3) Karena ada balak (penyakit belang kulit). Dalam kaitan ini Rasulullah
bersabda:

P
£ fo.

/'ﬁ// o7 *,; Q/ M /o}/‘i /& e ’ o ° o o .
u_;,)\_;u 4;}}'/&:@/ \/@,l;j/ J;-S\l.bc/)u.g«gu»af\ C);
Shde a0 B & B e 5L Lol LmaS a3

(el y 2l ol 5 ) Lees Wbl e a4y el

“Dari Ka’ab bin Zaid r.a bahwasannya Rasulullah SAW. pernah
menikahi seorang perempuan Bani Gifa. Maka, tatkala bagaimana
akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia
duduk di atas pelaminan, terlihatlah putih (balak) dilambungnya, lalu
beliau berpaling (pergi dari pelamin itu) seraya berkata: Ambillah
kainmu, tutuplah badanmu, dan beliau tidak menyuruh mengambil

OM.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, h. 196-197
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kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.” (HR
Ahmad dan Baihaqi)

4) Karena penyakit kusta. Berkenaan dengan hal itu, Umar berkata:

S Osals Sl 5 Jy WD JU we I o) see 0
- s z - 2 oo 6 .7 w .. £oa .
o s S DL Ll L euwd (o ol ol

s &

(el y Lol ) s

“Dari Umar r.a. berkata: Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang

perempuan, yang pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau

berpenyakit kusta, lau disetubuhinya perempuan itu, maka ia berhak

mendapatkan maharnya dengan penuh. Dengan demikian, suami
berhak menagih pada walinya.” (HR Malik dan Syafi’1)

5) Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC dan lain sebagainya.

6) Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang
menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).**

Disamping itu, fasakh juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut:

a) Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan
jodohnya, umpamanya: budak dengan orang merdeka, orang pezina
dengan orang terpelihara, dan sebagainya.

b) Suami tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya sedangkan
istrinya itu tidak rela.*?

Imam Malik, Asy Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa hakim boleh

menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah

Y1bid., h. 198-199
21pid., h. 201
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kepada istri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau
memang suami menolak memberi nafkah.*®

c) Perkawinan antara laki-laki dan perempuan, ternyata akhirnya diketahui
bahwa perempuan itu masih mempunyai hubungan perkawinan dengan
orang lain atau dalam masa iddah talak laki-laki lain. Sejak
diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak
memenuhi syarat sahnya akad nikah.

d) Apabila suami melakukan zina dengan ibu atau anak istrinya, atau istri
melakukan zina dengan ayah atau anak suaminya, perkawinan mereka
dibatalkan sebab antara suami istri terdapat hubungan mahram semenda
yang menghalangi terjadinya perkawinan.**

e) Suami gaib atau hilang dan selama hilangnya tidak jelas beritanya,
bahkan tidak lagi memberi nafkah keluarga. Menurut kebanyakan
ulama figh, pihak istri boleh melakukan fasakh.*

f) Seorang laki-laki menipu seorang perempuan, umpamanya dia
sebenarnya mandul dan tidak mungkin mendapatkan keturunan.
Keadaan itu tidak diketahui si istri sebelumnya dan baru diketahui
setelah perkawinan berlangsung, si istri berhak mengajukan fasakh,
kecuali kalau dia rela dengan keadaan tanpa keturunan dan memilih

tetap menjadi istri laki-laki tersebut.

¥pjamaan Nur, Figh Munakahat, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 171
1 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, h.85-86
*Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat (Buku 11), h.107
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g) Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan mengaku sebagai
seorang laki-laki baik-baik, namun dalam perjalanan perkawinan
ternyata laki-laki itu adalah orang jahat, banyak membuat dosa, atau
orang yang fasik, maka si perempuan dapat mengajukan haknya.

h) Seorang wanita mengaku perawan waktu akan dinikahi, ternyata setelah
perkawinan berlangsung, ia bukan perawan lagi, baik karena ia janda
atau telah melakukan perbuatan yang haram.®

3. Penyebab fasakh menurut para ulama mazhab

Penyebab fasakh menurut mazhab Hanafi ialah pisah karena suami
istri murtad, perceraian karena perkawinan itu fasad (rusak), dan perpisahan
karena tidak seimbangnya status (kufu) atau suami tidak dapat ditemukan.

Penyebab fasakh menurut mazhab Syafi’i dan Hambali ialah pisah
karena cacat salah seorang pasangan suami istri, perceraian karena berbagali
kesulitan (i’sar) suami, pisah karena /i’an, salah seorang suami istri itu
murtad, perkawinan itu rusak (fasad), dan tidak ada kesamaan status (kufu).

Penyebab fasakh menurut mazhab Maliki ialah terjadinya /i’an,
fasadnya perkawinan, dan salah seorang pasangan itu murtad.'’

Selain itu, ada pendapat lain dari para ulama mazhab mengenai

penyebab terjadinya fasakh yaitu:

1Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, h. 188-189
7 A.Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari’ah), h. 224-225
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Impotensi, dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat seluruh mazhab,
istri dapat membatalkan perkawinan. Dalam memfasakhkan perkawinan
tersebut, menurut Imamiyah, Syafi’i dan Hambali, tidak memerlukan
talak, Maliki pada dasarnya merujuk pada hakikat fasakh itu sendiri,
sedangkan menurut Hanafi hakim memerintahkan suami untuk
menceraikan istrinya, dan kalau dia menolak, maka hakimlah yang
menceraikannya. Selanjutnya Hanafi mengatakan bahwa wanita tersebut
berhak atas seluruh mahar, sedangkan Imamiyah mengatakannya separuh.
Sementara itu Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa wanita

tersebut tidak berhak atas mahar sedikitpun.®

Iy
o
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“Dari Sa’id bin Musayyab r.a. berkata: “Umar bin Khathab telah
memutuskan bahwasannya laki-laki yang ‘unnah diberi tenggat satu
tahun.” (HR Said bin Mansur)
Diberi janji satu tahun, bertujuan mengetahui dengan jelas bahwa suami
itu ‘unnah atau tidak atau mungkin bisa sembuh.*
Al-Jubb dan Al-Khasha’, Al-Jubb adalah terpotongnya dzakar, sedangkan

Al-Khasha’ adalah kehilangan atau pecahnya buah dzakar. Adanya dua

hal ini pada seorang laki-laki, menurut kesepakatan semua mazhab,

353

¥Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 351-

1 M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, h. 200
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menyebabkan istri berhak membatalkan perkawinan, tanpa keharusan
menunggu, bila hal itu sudah ada sebelum hubungan seksual. Sedangkan
bila baru terjadi sesudah akad dan hubungan seksual, maka istri tidak
berhak membatalkan perkawinan. Menurut Hanafi bahwa manakala
pembatalan perkawinan akibat al-jubb dan al-kzasha’ ini telah dilakukan,
maka bekas istri berhak atas selurun mas kawin. Sedangkan menurut
Imamiyah, Syafi’i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa, apabila
wanita tersebut memilih fasakh karena al-jubb, maka dia tidak berhak atas
mahar, sebab belum terjadi percampuran. Akan tetapi bila karena al-
khasha’, dia berhak atas mahar, bila sudah dicampuri. Kalau belum, dia
tidak berhak atas mahar.?

Gila, menurut Maliki, Syafi’i, dan Hambali sepakat bahwa istri boleh
memfasakh akad karena penyakit gila yang diderita istrinya, demikian
pula sebaliknya. Sementara itu, Imamiyah, Hambali, Syafi’i, dan Maliki
sepakat bahwa wanita tersebut berhak atas mahar penuh bila telah
dicampuri, dan tidak berhak jika belum.

Sopak dan Kusta, Imamiyah berpendapat bahwa, sopak dan kusta adalah
dua penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki boleh melakukan
fasakh, tetapi tidak boleh bagi kaum wanita, dengan syarat bahwa hal itu
terjadi sebelum akad nikah dan laki-laki tersebut tidak mengetahuinya.

Sedangkan bagi istri, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan fasakh,

2"Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, h. 351-353
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manakala salah satu dari penyakit tersebut terjadi pada suaminya. Syafi’i,
Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa kedua penyakit tersebut
merupakan cacat bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua
belah pihak boleh melakukan fasakh manakala menemukan penyakit
tersebut ada pada pasangannya.?*
Berkenaan dengan hal itu, Umar berkata:
P ] z P 2 P 6 .7 s .. s .
S5 p 5 Ly SN DL Bl Gl el o ol pld
s &
(bl y ol y ) Ly
“Dari Umar r.a. berkata: Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang
perempuan, yang pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau
berpenyakit kusta, lau disetubuhinya perempuan itu, maka ia berhak
mendapatkan maharnya dengan penuh. Dengan demikian, suami
berhak menagih pada walinya.” (HR Malik dan Syafi’i).?
4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan (Fasakh)

Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan talak. Sebab talak
ada talak raj’i dan ba’in. Talak raj’i tidak mengakhiri ikatan suami istri
dengan seketika, sedangkan talak ba’in mengakhiri seketika itu juga. Adapun
fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya

syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika

itu.

“Ipid., h. 356
22M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, h. 199
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Adapun pisahnya suami istri karena fasakh, maka hal ini tidak
mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya fasakh karena khiyar balig,
kemudian kedua orang suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi,
maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.

Menurut ahli figh golongan Hanafi “Setiap perpisahan suami istri
karena istri, bukan karena suami, atau karena suami, tetapi dengan pengaruh
dari istri disebut “fasakh. "%

Pihak istri yang berhak mengajukan fasakh atas suaminya adalah istri
yang shalehah yang tidak berbuat nusyuz kepada suaminya, istri yang tinggal
di rumah dan menjaga kehormatan diri dan suaminya, istri yang
melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri menurut ketentuan
hukum dan perundangan yang berlaku. Istri yang hendak melakukan fasakh
harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan sehingga pihak Pengadilan akan
memeriksa dengan teliti alasan-alasan istri mengajukan fasakh atas
perkawinan tersebut.?*

Istri yang diceraikan Pengadilan dengan jalan fasakh tidak dapat
dirujuk oleh suaminya. Apabila mereka akan kembali hidup bersuami istri

harus melakukan akad nikah baru.?®

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 8 (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), h. 125

**Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang,
(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 159

“*Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, h. 87
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Pisahnya suami istri karena alasan fasakh, dihukum talak ba’in kubro
yaitu talak yang tidak bisa dirujuk.”®

Fasakh pada hakikatnya adalah sebuah opsi (pilihan) bagi semua istri,
terutama bagi istri, sebuah alternatif bagi keduanya yang tidak rela dengan
keadaan dan dipersilahkan memilih untuk melanjutkan atau mengakhiri
perkawinan. Fasakh itu merupakan suatu hak yang dapat dipergunakan atau
tidak dan bukan sesuatu yang menyebabkan putusnya perkawinan tersebut
dengan seketika. Umpamanya, setelah terjadi perkawinan ternyata suami atau
istri mengidap suatu penyakit, yang karenanya menyebabkan hubungan
seksual di antara mereka tidak dapat berlangsung. Keadaan seperti itu tidak
serta merta berakibat putusnya perkawinan, kalau mereka berdua rela dengan
keadaan seperti itu. Hanya saja keadaan seperti itu menjadi hak bagi
keduanya, apakah hendak dipergunakan atau tidak. Kalau tidak dipergunakan,
karena satu pihak merasa tersiksa, maka fasakh itu suatu solusi. Di samping
itu, karena sifat-sifat dari fasakh itu relatif samar tersembunyi,
pembuktiannya sangat diperlukan dan ini menjadi tugas Hakim di depan
sidang Pengadilan. Oleh karena itu, kasus fasakh harus melalui sidang

Pengadilan Agama.?’

263udarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, h. 277
2’Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, h. 187-188
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5. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan (Fasakh)
a) Pelaksanaan pembatalan perkawinan (Fasakh) tidak dengan putusan
Pengadilan.

Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas dan
dibenarkan oleh syara’, maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan
putusan Pengadilan, misalnya terbukti bahwa suami istri masih saudara
kandung atau saudara sesusuan.”®

b) Pelaksanaan pembatalan perkawinan (Fasakh) dengan putusan Pengadilan.

Jika kondisi penyebab fasakh masih samar-samar, maka perlulah
kapada Pengadilan, dan bergantung kepada putusan tersebut.?

Permohonan pembatalan nikah dapat juga diajukan pada waktu
terjadinya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri
itu.%°

Dalam proses penyelesaian fasakh terdapat persyaratan-persyaratan
tertentu yaitu mengajukan perkara kepada Hakim atau Pengadilan dan

keadaan suami istri sudah mukallaf.®

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, h. 202

2°Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, h. 126

%Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 83

*!Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, h. 158-
159
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Dalam kaitannya dengan pembatalan perkawinan atau memfasakh
perkawinan salah satu pihak harus mengajukan ke Pengadilan untuk
diproses dalam persidangan.*

Jika suami memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, sedangkan
hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka dalam hal ini hendaklah
diadukan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, seperti gadi nikah
di Pengadilan Agama supaya yang berwenang dapat menyelesaikan
sebagaimana mestinya.

Setelah Hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga
hari, sejak dari istri itu mengadu, jika masa perjanjian itu telah habis,
sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah Hakim
memfasakhkan nikahnya. Atau dia sendiri yang memfasakhkan di muka
Hakim setelah di ijinkan olehnya.*®

Mengenai masa pelaksanaan fasakh, terdapat perbedaan pendapat di
kalangan ulama. Imam Syafi’i berkata: “Harus menunggu selama tiga
hari”. Sedang Imam Malik mengatakan: “Harus menunggu selama satu
bulan”. Dan Imam Hambali mengatakan: “Harus menunggu selama satu
tahun”.>

Jika pembatalan perkawinan (fasakh) diajukan ke Pengadilan Agama

maka Hakim Pengadilan Agama telah menerima permohonan gugatan

*|pid., h.167
®M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, h. 202-203
*Ibid., h. 315
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cerai serta telah mempelajari semua berkasnya, mengadakan sidang untuk
memeriksa dan sampai mengadili dengan memutuskan perkara itu dengan
hadirnya penggugat, tergugat dan saksi-saksi yang diperlukan untuk
menjatuhkan fasakh perkawinan suami istri termaksud.*®
Dalam memutuskan pembatalan perkawinan (fasakh) Pengadilan
harus selalu memperhatikan ketentuan agama mereka yang perkawinannya
dimintakan pembatalannya.*®
B. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1
tahun 1974
Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena
terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti
nietig zonder kracht (tidak ada kekuatan) zonder waarde (tidak ada nilai). Dapat
dibatalkan berarti nietig verklaard, sedangkan absolut nietig adalah pembatalan
mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat di
fasidkan jadi relatif nietig. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan
berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya
pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.>’
Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan yang terdapat di dalam

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagai berikut:

%>Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, h. 275

%L jli Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, h. 83

3 Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h.
106-107
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Pasal 22:

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat

untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;

b. Suami atau istri;

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan
setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap
perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan putus;

Pasal 24:

Barangsiapa hanya karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu

dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat

mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi
ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25:

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah

hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami

istri, suami istri.

Pasal 26:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang
tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa
dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para
keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan
suami atau istri.

2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat
(1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri
dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat
perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya
sah.

Pasal 27:

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang
melanggar hukum.

2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah
sangka mengenai diri suami atau istri.

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari
keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap
hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk
mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
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Pasal 28:

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai
kekuatan hukum tetap dan berlaku sajak saat berlangsungnya perkawinan.

2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta
bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan
lain yang lebih dahulu.

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang
mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan
tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam UUNo0.1/1974 disebutkan bahwa secara yuridis, fasakh nikah
menurut Undang-undang tersebut belum dijelaskan secara detail, karena konsep
fasakh nikahnya pun harus diuraikan secara lebih rinci yang dikaitkan dengan
berbagai alasan.*®

Menurut Penulis, penyebab pembatalan perkawinan yang ada dalam UU
No0.1/1974 belum sepenuhnya diatur dalam Undang-undang Perkawinan tentang
pembatalan perkawinan. Karena secara tidak langsung ada beberapa pasal yang
terdapat dalam Undang-undang Perkawinan memberlakukan pembatalan
perkawinan seperti yang terdapat dalam pasal 8 tentang perkawinan yang
dilarang yang isinya melarang perkawinan apabila masih ada hubungan darah,

hubungan semenda, dan hubungan sesusuan. Dengan melihat isi pasal 8 ini, jika

perkawinan itu terjadi maka perkawinan menjadi fasakh.

%¥Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet. I,
h. 10-12
9Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat (Buku I1), h. 110
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Demikian pula halnya dalam UU No0.1/1974 pasal 9 yang menyebutkan,
seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin
lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 tentang
poligami. Pasal ini secara tidak langsung memberlakukan fasakh nikah jika ada
perkawinan seorang suami atau istri dengan orang lain, sementara keduanya
masih terikat perkawinan yang sah menurut Undang-undang.*

Dengan demikian, menurut Penulis konsep Pembatalan Perkawinan yang
terdapat dalam Undang-undang Perkawinan belum secara rinci dijelaskan karena
pasal-pasal yang menjelaskan tentang penyebab pembatalan perkawinan tidak
hanya terdapat dalam Bab IV Batalnya Perkawinan tetapi ada beberapa pasal
yang secara tidak langsung memberlakukan fasakh seperti yang terdapat dalam
pasal 8 tentang perkawinan yang dilarang.

Menurut Penulis, dalam hal ini pembatalan perkawinan dalam UU
No0.1/1974 jika dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam figh memiliki
perbedaan seperti yang dijelaskan dalam figh penyebab pembatalan perkawinan
meliputi karena adanya suatu penyakit baik yang di derita oleh suami atau istri
seperti penyakit balak, gila, kusta, sopak impoten, dan lain-lain yang semuanya
ini dapat merusak perkawinan, dan perkawinannya dapat dibatalkan, tetapi jika
keduanya mau saling menerima kekurangan yang dimiliki pasangannya maka
perkawinannya tidak dibatalkan. Pembatalan perkawinan seperti yang

dikemukakan di atas, tidak dijelaskan secara detail dalam UU No0.1/1974.

“Obid., h. 111
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Selain itu, di dalam UU No.1/1974 tentang Pembatalan Perkawinan yang
terdapat dalam pasal 26 yang intinya menjelaskan pihak-pihak yang dapat
mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus
keturunan ke atas dan suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Sedangkan
dalam figh jaksa tidak dijelaskan sebagai pihak yang dapat mengajukan
pembatalan perkawinan.

Demikian halnya dengan akibat hukum dari pembatalan perkawinan
(fasakh), dalam figh akibat dari pembatalan perkawinan (fasakh) tidak dapat
dirujuk dan harus melakukan akad nikah yang baru. Sedangkan akibat hukum
dari pembatalan perkawinan yang terdapat dalam UU No.1/1974 tidak dijelaskan
seperti yang terdapat dalam figh.

Dari keseluruhan ini pembatalan perkawinan menurut perspektif UU
No0.1/1974 dan figh memiliki perbedaan, tetapi pada dasarnya perkawinan yang
dilakukan tidak sesuai dengan syari’at agama, tidak sesuai dengan syarat dan
rukunnya maka perkawinannya harus dibatalkan karena tidak memiliki kekuatan
hukum. Oleh sebab itu Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dibuat agar
tidak terjadi banyaknya pelanggaran dalam perkawinan.

Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Selain itu, dalam sistematika yang berbeda, Kompilasi Hukum Islam

(KHI) mengatur sebagai berikut:
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Pasal 70:

Perkawinan batal apabila:

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah
karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat
istrinya itu dalam iddah talak raj’i.

b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya.

c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak
olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain
yang kemudian bercerai lagi ba’da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis
masa iddahnya.

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah
semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan
menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping vyaitu antara
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang
dengan saudara neneknya.

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menentu dan ibu atau ayah
tiri.

4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara
sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau
istri-istrinya.

Pasal 71:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri
pria lain yang mafqud.

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.

d. Perkawinan yang melanggar batas umur Perkawinan sebagaimana ditetapkan
dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak
berhak.

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72:

1. Seoarang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang
melanggar hukum.

2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan
atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah itu menyadari
keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap
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hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan
permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73:

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami
atau istri.

b. Suami atau istri.

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut
undang-undang.

d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun
dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Pasal 74:

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan
Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan.

2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Dberlaku sejak saat
berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

a. Perkawinan yang karena salah satu dari suami atau istri murtad.

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik,
sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum
yang tetap.

Pasal 76:

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara

anak dengan orang tuanya.*

Menurut pendapat Penulis pembatalan perkawinan dalam figh, UU
No0.1/1974 dan KHI memiliki perbedaan. Misalnya, dalam figh jika dalam suatu
perkawinan salah satu pasangan suami maupun istri memiliki cacat fisik maka
perkawinannya dapat dibatalkan sedangkan dalam UU No0.1/1974 dan dalam

KHI tidak dijelaskan secara detail.

*KHI (Kompilasi Hukum Islam), (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet.l, h. 252-254
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Adapun dalam figh tidak secara detail menyebutkan pihak-pihak yang
berhak dan berwenang mencegah atau membatalkan perkawinan yang berakibat
fasakh, tetapi dalam UU No0.1/1974 dan KHI pihak-pihak yang berwenang
mencegah atau membatalkan perkawinan disebutkan secara detail.

Selain itu dalam figh tidak disebutkan pembatalan perkawinan mengenai
seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama, sedangkan
dalam UU No.1/1974 diatur dalam pasal 24 dan KHI diatur dalam pasal 71 (a).
Peraturan ini dibuat karena dalam aturan hukum Undang-undang Perkawinan di
Indonesia menganut asas monogami tetapi dalam figh jika suami yang ingin
melakukan poligami tidak perlu mendapatkan ijin dari pihak Pengadilan Agama
maupun istri. Namun pada dasarnya hukum Islam menganut asas yang sama
yaitu monogami.

Demikian halnya pembatalan perkawinan dalam figh jika suami yang
murtad otomatis perkawinan harus dibatalkan (fasakh). Demikian pula jika
istrinya yang murtad.

Sedangkan pasal-pasal yang terdapat dalam KHI berkaitan dengan
larangan perkawinan tidak berbeda isi teksnya dengan pasal-pasal yang terdapat
dalam UU No.1/1974, hanya saja dalam KHI terdapat salah satu pasal yang
menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan dengan seseorang
wanita yang tidak beragama Islam (pasal 40 (c)). Dari pasal 40 (c) ini dapat

dipahami bahwa apabila terjadi pernikahan antara pria muslim dengan wanita
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yang bukan muslim, maka pernikahannya fasakh, karena menurut pasal tersebut,
pernikahannya terlarang.

Menurut Penulis dapat disimpulkan bahwa di dalam figh terdapat
pembatalan perkawinan akibat suami atau istri murtad. Lain halnya dalam UU
No0.1/1974 yang tidak secara detail di jelaskan pembatalan perkawinan akibat
salah satunya murtad. Tetapi dalam KHI dijelaskan seperti yang terdapat dalam
pasal 40 (c), namun dalam hal ini ketentuan pasal tersebut tidak terdapat dalam
”Batalnya Perkawinan” tetapi terdapat dalam Larangan Kawin”. Undang-
undang No.1 tahun 1974 dan KHI tidak secara langsung dan terpisah-pisah
dalam mengatur penyebab terjadinya pembatalan perkawinan, dalam hal ini
Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI membedakannya ke dalam 3 kategori
yaitu Larangan Perkawinan, Pencegahan Perkawinan dan Pembatalan
Perkawinan.

Dengan demikian, konsep dan penerapan fasakh nikah menurut Hukum
Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah konsep
fasakh perkawinan, yang menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia adalah
batalnya suatu akad nikah disebabkan melakukan perkawinan yang dilarang oleh
Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan
pembatalannya harus diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku pada Pengadilan Agama.*?

*2Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat (Buku I1), h. 128



37

BAB IlI
PROSES PERADILAN ATAS PUTUSAN PEMBATALAN

PERKAWINAN NO.3512/Pdt.G/2009

A. Latar Belakang Perkara

Adapun yang melatarbelakangi adanya permohonan pembatalan
perkawinan yaitu mengenai seorang suami yang melakukan poligami tanpa
seijin dari istri dan Pengadilan Agama. Di dalam Undang-undang No. 1/1974
telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan: “Dalam hal seorang
suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat
(2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada
Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”*

Selain itu, di dalam KHI disebutkan pula dalam pasal 56 ayat (1) yang
menyebutkan: “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat
ijin dari Pengadilan Agama.”2

Menurut Penulis, kata “wajib” di dalam UU No. 1/1974 dan kata “harus”
di dalam KHI menunjukkan bahwa ijin untuk melakukan poligami harus di

Pengadilan Agama sesuai aturan hukum yang berlaku, jika hal ini tidak

dilakukan maka pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum.

'Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, cet. I, h. 2
?Ibid., 246
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Ketentuan ini diatur karena berdasarkan UU No0.1/1974 tentang
Perkawinan pasal 3 ayat (1), maka hukum perkawinan di Indonesia menganut
asas monogami, baik untuk pria maupun wanita. Hanya apabila dikehendaki
oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan
membolehkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.’

Seperti kasus yang Penulis angkat ini mengenai pembatalan perkawinan,
kasus ini berawal dari pengakuan seorang wanita yang bernama E.K kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang mengaku sebagai istri sah dari saudara S.W
dengan membuktikan kutipan akta nikah Nomor: 691/33/X/2002 kepada
Pegawai Pencatat Nikah, dalam pengakuannya istri tersebut merasa keberatan
jika suaminya menikah lagi (tidak ingin di poligami). Apalagi suaminya
melakukan poligami tanpa seijin dari istri pertamanya dan Pengadilan Agama.
Pernikahan saudara S.W dengan istri keduanya yang bernama E.D dilakukan
secara resmi di KUA Ciledug yaitu melalui proses pencatatan perkawinan di
KUA, hal ini bisa terjadi karena saudara S.W mengaku sebagai jejaka, tentu saja
dalam perkara ini ada unsur kebohongan yang dilakukan oleh saudara S.W.
Selain itu, juga terdapat kurangnya ketelitian yang dilakukan oleh Pegawai

Pencatat Nikah.

*Kutbuddin Aibak, Kajian Figh Kontemporer, h. 66



39

Hal ini diatur dalam PP No. 9/1975 pasal 44 “Pegawai Pencatat
Perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami
yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya ijin dari Pengadilan.”4

Melihat peristiwa seperti ini, maka perkawinannya harus dibatalkan.
Untuk itu, Kepala KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon yang
dikuasakan oleh pegawai Staf KUA mengajukan permohonan Pembatalan
Perkawinan di Pengadilan Agama Sumber. Sesuai dalam UU No0.1/1974 pasal
23 (c) “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu Pejabat yang
berwenang hanya selama perkawinan belum di putus.”

Selain itu, sesuai dengan KHI pasal 73 (c) “Yang dapat mengajukan
pembatalan perkawinan adalah Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan
perkawinan menurut undang-undang.” Hal ini dilakukan karena telah melanggar
hukum yaitu UU Perkawinan No0.1/1974 yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1)
dan KHI pasal 56 ayat (1), hal ini diperkuat lagi dalam KHI pasal 71 (a) “Suatu
perkawinan dapat dibatalkan apabila: Seorang suami melakukan poligami tanpa
ijin Pengadilan Agama.”

Konflik rumah tangga bisa terjadi akibat suami berpoligami. Akan tetapi,
poligami jangan di pandang tabu, karena agama tidak melarangnya.” Poligami
dapat dianggap sebagai syari’ah transisi untuk menuju permulaan adanya

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan cara keadilan sebagai

*PP No. 9 tahun 1975, (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet. I, h. 59
*Ummu Sufyan, Senarai Konflik Rumah Tangga, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2007), h. 117
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syarat poligami harus mencakup keadilan dari segi kasih sayang dan perasaan
hati, di samping materi.®

Ulama mazhab telah sepakat menetapkan bahwa laki-laki yang sanggup
berlaku adil dalam kehidupan rumah tangga dibolehkan berpoligami.” Namun di
jaman seperti sekarang ini, Islam memandang poligami lebih banyak membawa
risiko atau madharat dari pada manfaatnya. Karena manusia itu menurut
fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Dengan
demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga.
Karena itu, hukum asal dari perkawinan menurut Islam adalah monogami.®

Poligami dalam Al-Qur’an disampaikan melalui surat An-nisa ayat 3:

ﬂ_gu@uys_‘uu_q_dﬂudbja_ﬂzmrﬁ_ﬂ;

‘_93|_9_IJ..14\2T|F4...#_?-QF1' ’*in_. | u—n—n—ﬂfrl_:;:_]l'u_d
Ty 2 VT 3 Sal alpd s Snngl & KL Ls

“Dan jika kamu merasa takut tidak akan dapat berlaku adil bila mengawini
anak-anak yatim itu, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu sukai: Dua,
tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil antara
wanita-wanita itu, maka kawinilah seorang saja atau hamba sahaya yang kamu
miliki. Yang demikian itu adalah cara yang terdekat untuk tidak berbuat
aniaya.

;5
Bl Ba>

®Agus Moh. Najib, Evolusi Syari’ah, (Wonosari: Pesantren Nawasea Press, 2007), h. 79
"Mahjuddin, Masailul Fighiyah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 54
8Kkutbuddin Aibak, Kajian Figh Kontemporer, h. 68
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Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan, bahwa Al-Qur’an tidak
menganjurkan atau memerintahkan laki-laki harus kawin lebih dari satu, tapi
hanya diijinkan atau tidak dilarang orang berpoligami.’

Dari sini kita tahu bahwa hukum poligami adalah mubah, bukan sunnah
ataupun wajib. Artinya dalam kondisi yang di mana menuntut adanya poligami
seperti mandulnya seorang istri, istri yang sakit, dan tidak bisa sama sekali
melayani kebutuhan biologis suami, maka Islam memberikan solusi ini dengan
mensyaratkan adanya keadilan dalam mengatur urusan-urusan keluarga.'

Poligami menurut Undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan
yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di
Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu
poligami ini tidak di buka kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal
atau keadaan tertentu pintu dibuka.™

Masalah enggannya istri memberikan persetujuan dapat saja terjadi
kendatipun ada alasan yang digunakan suami seperti salah satu alasan yang
terdapat dalam KHI pasal 57.%2

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang
bersangkutan  melalui  ijin  Pengadilan Agama, setelah  dibuktikan

kemaslahatannya. Dengan kemaslahatannya dimaksud, terwujudnya cita-cita dan

"Musafa Baisa, Keluarga Bahagia, (Jatim: Usaha Keluarga, 1978), h. 162

'“Tim Al-Manar, Fikih Nikah, h. 84

'Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, h. 121

2Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 168
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tujuan perkawinan itu sendiri yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas
dasar cinta kasih sayang yang di ridhai oleh Allah SWT.*

Namun sebaliknya orang yang tidak memiliki syarat-syarat yang pantas
maka poligami merupakan sesuatu yang harus dihindari dan jika poligami ini
sudah terjadi maka dapat dibatalkan.*

Proses Penerimaan dan Pemeriksaan Perkara No. 3512/Pdt.G/2009/PA.Sbr.

Proses penerimaan dan pemeriksaan perkara No. 3512/Pdt.G/2009
merupakan bagian dari Hukum Acara di Pengadilan Agama. Hukum Acara
adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya Hukum
Materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka
Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan
sebagaimana mestinya.™

Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan
sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Berdasarkan keputusan
MA RI No. KMA/001/SK/1991 mengenai pola dan pengendalian administrasi
perkara maka penyelenggaraan administrasi pada Pengadilan Agama Sumber
yang menyelesaikan perkara permohonan pembatalan perkawinan melalui
prosedur yang harus ditempuh oleh Pemohon dan dilaksanakan oleh petugas

Pengadilan Agama Sumber, di antaranya:

13zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 50
¥ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 168
5A.Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 9
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a. Proses Penerimaan Perkara No. 3512/Pdt.G/2009
1. Meja

a) Menerima permohonan, ditambah tiga rangkap termasuk asli untuk
majelis.

b) Menaksir biaya perkara.

¢) Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap tiga
dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calaon Pemohon.

d) Menyerahkan kembali surat Permohonan kepada calon Pemohon.

e) Pemegang Kas merupakan bagian dari Meja pertama.

f) Pemegang Kas menerima Slip Bukti setor ke Bank sebagai pembayaran
uang panjar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM.

g) Melakukan penerimaan uang panjar perkara dan membukukan dalam
buku jurnal.

2. Meja ll

a) Menerima surat permohonan dari calon Pemohon sekurang-kurangnya
sebanyak 2 (dua) rangkap.

b) Menerima tindasan pertama SKUM dari calon Pemohon.

c) Mendaftar/mencatat surat permohonan dalam register yang
bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan
tersebut.

d) Menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi

nomor register kepada Pemohon.
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e) Asli surat permohonan dimasukkan ke dalam sebuah map khusus
dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang
berhubungan dengan permohonan, disampaikan kepada wakil panitera,
untuk selanjutnya berkas permohonan, disampaikan kepada Ketua
Pengadilan Agama melalui Panitera.

f) Mendaftar/mencatat putusan Pengadilan Agama dalam semua buku
register yang bersangkutan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Sub Kepaniteraan Permohonan mempelajari kelengkapan persyaratan
dan mencatat semua data-data perkara, yang baru diterimanya dalam
buku penerimaan tentang perkara, kemudian menyampaikannya kepada
Panitera dengan melampirkan semua formulir-formulir  yang
berhubungan dengan pemeriksaan perkara.

2. Panitera sebelum meneruskan berkas-berkas yang baru diterimanya itu
kepada Ketua Pengadilan Agama, terlebih dahulu menyuruh petugas
yang bersangkutan untuk mencatatnya dalam buku register perkara
yang nomornya diambil dari SKUM.

3. Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat permohonan diterima
di bagian kepaniteraan, Panitera harus sudah menyerahkan kepada
Ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya Ketua Pengadilan Agama
mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya,

kemudian menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada
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Panitera dengan disertai penetapan Penunjukkan Majelis Hakim (PMH)
yang harus dilakukannya dalam waktu selambat-lambatnya sepuluh hari
sejak permohonan didaftarkan.

4. Panitera menyerahkan berkas perkara yang diterimanya dari Ketua
Pengadilan Agama kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.

5. Setelah Majelis Hakim menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan
Agama maka Ketua Majelis Hakim harus membuat Penetapan Hari
Sidang (PHS).

3. Meja lll

a) Menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Agama kepada yang
berkepentingan.

b) Menyerahkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama kepada pihak yang
berkepentingan.

¢) Menerima berkas perkara yang telah diminutasi dan mencatatnya dalam
buku kendali khusus untuk itu.

d) Mengisi instrumen penerimaan berkas yang telah diminutasi hari itu
dan diserahkan pada Meja Il utuk dicatat dalam Register Induk Perkara.

e) Menyimpan Arsip Berkas Perkara Berjalan.

b. Proses Pemeriksaan Perkara No. 3512/Pdt.G/2009
Selain tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan proses
pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan

tatacara pemeriksaan gugatan cerai.
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1. Sidang Pertama
Sidang pertama bagi Pengadilan mempunyai arti yang sangat penting
dan menentukan misalnya dalam perkara pembatalan perkawinan ini, para
Termohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang
menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus verstek. Oleh karena itu,
sidang pertama harus jelas, apa maksud atau artinya supaya tidak salah.'®
a) Tugas Panitera Sesaat Sebelum Sidang
Panitera sidang, pada hari, tanggal dan jam sidang yang telah
ditentukan, mempersiapkan segala sesuatunya untuk sidang. Setelah
siap, panitera melapor kepada Ketua Majelis, lalu penitera sidang siap
menunggu di ruang sidang pada tempat duduk yang telah disediakan
baginya dan telah siap memakai baju panitera sidang.
b) Ketua Majelis Membuka Sidang
Ketua Majelis membuka sidang dan sekaligus dinyatakan
terbuka untuk umum. Sidang terbuka untuk umum artinya siapa saja
boleh mengikuti atau mendengarkan jalannya sidang, boleh masuk
ruang sidang, asal tidak mengganggu atau membuat keonaran dalam

sidang.

®Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2007), h. 93
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Sidang tertutup dimungkinkan kalau ada ketentuan khusus atau
ada alasan khusus yang diajukan oleh pihak atau pihak-pihak yang
menurut Majelis dikabulkan.*’

Hal ini diatur dalam pasal 59 ayat 1 UU No.3 tahun 2006
“Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali apabila
undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan
penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa
pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan
sidang tertutup.”
¢) Ketua Majelis menanyakan Identitas Pihak

Menanyakan identitas pihak-pihak sangatlah formal, artinya
sekalipun mungkin saja sudah tahu atau kenal, namun menanyakannya
kembali di depan sidang adalah perlu (mutlak).

Menanyakan identitas pihak-pihak saksi-saksi atau lain-lain
yang bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan selalu oleh Ketua
Majelis, sebab Ketua Majelislah yang bertanggung jawab akan arahnya

pemeriksaan atau sidang.*®

Ylbid., h. 97
BIpid., h. 99
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d) Pembacaan Surat Permohonan
Pembacaan permohonan dibacakan oleh Pemohon atau
kuasanya.™®
Pada tahap pembacaan permohonan pembatalan perkawinan ini
Pemohon tetap mempertahankan permohonannya. Dalam pembacaan
surat permohonan Termohon | dan Termohon Il tidak hadir, hanya
Pemohon yang hadir dalam persidangan.
2. Sidang Lanjutan
a) Pembuktian
Pada tahap pembuktian dalam perkara pembatalan perkawinan,
yang mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi maupun alat bukti
surat adalah pihak Pemohon, karena dari awal persidangan sampai
tahap pembuktian Termohon | dan Termohon Il tidak menghadiri
sidang.
Bukti saksi merupakan orang yang memberikan keterangan di
muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu
peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai

bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.?

“Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2009), h. 86
OA.Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, h. 165
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Dalam persidangan perkara pembatalan perkawinan Pemohon
mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan 4 orang saksi yang
merupakan tetangga dekat dari Termohon | dan Termohon 1.

Sedangkan alat bukti surat atau tulisan ialah segala sesuatu yang
memuat tanda-tanda bacaan yang di maksudkan untuk menyampaikan
buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (alat
bukti).?

Alat bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara
pembatalan perkawinan berupa photo copy register akta pernikahan
Termohon | dengan Termohon Il dan photo copy kutipan akta nikah
antara Termohon | dengan E.K (istri pertama Termohon I).

b) Tahap Putusan Hakim

Pada tahap ini Hakim merumuskan duduknya perkara dan
pertimbangan hukum (pendapat Hakim) mengenai perkara tersebut
disertai alasan-alasannya dan dasar-dasar hukumnya, yang diakhiri
dengan putusan Hakim mengenai perkara yang diperiksanya itu.?

Perkara pembatalan perkawinan ini diputus secara verstek
dikarenakan dari awal persidangan Termohon | dan Termohon 11 tidak

hadir di persidangan.

2pid., h. 148
2|bid., h. 109
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C. Duduknya Perkara
Dalam permohonan pembatalan perkawinan dengan nomor perkara
3512/Pdt.G/2009/PA.Sbr yang diajukan oleh Kepala KUA Kec. Ciledug Kab.

Cirebon sebagai Pemohon, melawan S.W bin S. sebagai Termohon | dan E.D

binti E.J sebagai Termohon Il. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya

tanggal 9 Oktober 2009 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Agama mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2007, Termohon | dan Termohon
Il melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
KUA Kec. Ciledug Kab. Cirebon dan pernikahannya telah didaftar dalam
Buku Register dengan No. 500/60/V111/2007 tanggal 16 Agustus 2007 dan
telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikahnya dan sekarang dikuasai oleh
Termohon | dan Termohon Il;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon | dan Termohon Il bertempat
tinggal. Selama pernikahan tersebut Termohon | dengan Termohon Il dan
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai
anak 1 orang;

3. Bahwa sebelum akad nikah berlangsung, Pejabat KUA Kec. Ciledug telah
memeriksa persyaratan untuk calon kedua mempelai (Termohon | dan
Termohon I1) berupa N1 sampai dengan N6 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Leuweunggajah Kec. Ciledug Kab. Cirebon;
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Bahwa pada bulan Agustus 2009 telah datang seorang perempuan bernama
E.K binti S, dan ia mengaku sebagai istri dari S\W bin S. (Termohon 1)
dengan memperlihatkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA
Harjamukti tanggal 27 September 2002 dengan No. 691/33/X/2002;

Bahwa pernikahan antara Termohon | dengan Termohon Il didasarkan pada
suatu kebohongan, di mana Termohon | mengaku sebagai jejaka padahal ia
sudah mempunyai istri (poligami tanpa ijin). Maka pernikahan Termohon |
dengan Termohon Il harus dibatalkan karena telah melanggar Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 jo. PP No. 9 tahun 1975;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar bunyinya:

1.

2.

4.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Membatalkan pernikahan antara Termohon | (S.W) dengan Termohon 1I
(E.D) yang dilangsungkan di KUA Kec. Ciledug Kab. Cirebon pada tanggal
16 Agustus 2007,

Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 500/60/V111/2007 tidak
berkekuatan hukum;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-

adilnya;



52

Dari keterangan permohonan Pemohon di atas untuk dapat menguatkan
permohonan Pemohon. Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:
a. Bukti Tertulis:

1. Photo copy register Akta pernikahan Termohon | dengan Termohon I
yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciledug Kab. Cirebon Nomor:
500/60/V111/2007 tanggal 16 Agustus 2007;

2. Photo copy kutipan Akta nikah Nomor: 691/33/X/2002 tanggal 27
September 2002 (pernikahan antara Termohon | dengan E.K (istri pertama
Termohon 1) yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Harjamukti Kota Cirebon;

b. Bukti Saksi-saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Il karena saksi
tetangga dekat dengan Termohon II;

b) Bahwa saksi kenal dengan Termohon | sejak nikah dengan Termohon II
yang dilangsungkan di KUA Kec. Ciledug;

c) Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan
anatara Termohon | dengan Termohon Il karena Termohon | telah
menikah dengan seorang perempuan bernama E.K;

d) Bahwa saksi tahu istri Termohon | bernama E.K, karena datang ke
rumah saksi mengadukan keberatan atas pernikahan suaminya dengan

Termohon Il dan keberatan itu disampaikan ke KUA Kec. Ciledug;
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2. Saksi Il, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
a) Bahwa saksi kenal dengan Termohon I dengan Termohon I,
b) Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Termohon | dengan Termohon
I1, dan Termohon | mengaku jejaka;
c) Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Termohon | dengan perempuan
bernama E.K;
d) Bahwa saksi kenal dengan E.K setelah Termohon | menikah dengan
Termohon Il pada tahun 2007,
3. Saksi 11, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
a) Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Termohon | dan E.K di
Harjamukti Kota Cirebon;
b) Bahwa saksi tahu Termohon I dan Termohon Il telah menikah, karena
Termohon Il diajak ke Harjamukti;
c) Bahwa E.K istri pertama Termohon | semula tidak berontak tetapi
akhirnya berontak atas pernikahan mereka;
d) Bahwa sekarang Termohon I sering berada di kediaman Termohon I1 di
Ciledug;
4. Saksi IV, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
a) Bahwa saksi tahu pernikahn Termohon | dengan perempuan bernama
E.K yang dilaksanakan di KUA Harjamukti Kota Cirebon;
b) Bahwa saksi tahu Termohon | dan Termohon Il telah menikah, karena

Termohon Il diajak ke Harjamukti dan diakui sebagai istrinya;
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c) Bahwa istri pertama (E.K) merasa keberatan atas pernikahan Termohon
| dan Termohon II;
d) Bahwa Termohon I sering tinggal di istri keduanya di Ciledug;
Dari seluruh keterangan saksi-saksi di atas Pemohon tidak keberatan dan
dapat menerimanya.
D. Pertimbangan Hukum

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari
putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan
hukum dari Hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya diikuti analisis, hukum
apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis
itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak
mana yang mampu membuktikan dalil permohonan sesuai dengan ketentuan
hukum yang diterapkan.

Dari hasil argumentasi itulah Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja
yang terbukti dan tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar
landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam amar putusan.?

Adapun mengenai perkara pembatalan perkawinan dengan nomor
perkara 3512/pdt.G/2009/PA.Sbr. Maka Pengadilan Agama telah membuat suatu
pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan perkara pembatalan

perkawinan, di antaranya ialah:

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 809
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Bahwa Termohon | dan Termohoon Il tidak hadir menghadap sidang dan
tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya
meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan
ketidakhadirannya tersebut disebabkan tanpa alasan yang sah, maka
Termohon dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Bahwa berdasarkan bukti surat P.1 photo copy Akta Nikah dan keterangan
saksi-saksi dinyatakan terbukti antara Termohon | dan Termohon Il telah
terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Agustus 2007;

Bahwa berdasarkan P.2 photo copy Kutipan Akta Nikah antara Termohon |
dengan seorang wanita bernama E.K dan keterangan saksi-saksi dinyatakan
terbukti bahwa Termohon | telah menikah sejak tanggal 27 September 2002
dan sampai saat ini belum bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah
antara Termohon | dan Termohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 16
Agustus 2007 di KUA Kec. Ciledug, supaya dibatalkan karena telah terjadi
pemalsuan identitas Termohon 1, yang mengaku sebagai jejaka padahal
Termohon | telah menikah dengan seorang perempuan bernama E.K yang
dilaksanakan pada tanggal 27 September 2002 di KUA Kec. Harjamukti
Kota Cirebon;

Bahwa berdasarkan saksi-saksi tetangga Termohon Il di bawah sumpahnya

telah menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Termohon I dan Termohon Il
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dan menyaksikan pernikahan antara Termohon | dan Termohon I, dan
Termohon | menyatakan bahwa dia mengaku masih jejaka;

Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 2 No. 1 tahun 1974 bahwa Pengadilan
dapat memberi ijin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan ketentuan
sebagaimana diatur pasal 4 dan pasal 5 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 56
s/d pasal 58 KHI,

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis
Hakim berpendapat bahwa pernikahan Termohon | dengan Termohon Il
tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No. 1 tahun 1974 dan
KHI oleh karena itu pernikahan Termohon | dengan Termohon Il harus
dibatalkan setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan Termohon | dan
Termohon Il telah cukup beralasan dan telah memenuhi peraturan
perundangan vyang berlaku oleh karena itu Majelis Hakim dapat
mengabulkan permohonan Pemohon dengan membatalkan pernikahan
Termohon | dengan Termohon II;

Bahwa para Termohon telah ternyata tidak hadir menghadap sidang dan
tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap sidang, namun oleh
karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka permohonan

Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;
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10. Bahwa pokok perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasar pasal 89
ayat (1) UU No. 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Dasar Hukum

Menurut UU Peradilan Agama No. 3 tahun 2006 pasal 62 ayat 1 “Segala
penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan
dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan
yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk
mengadili.”24

Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan
perkara pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009/PA.Sbr. ialah mengacu
pada UU No. 1 tahun 1974 pasal 22 dan pasal 28, KHI pasal 71 (a), dan PP No.
9 tahun 1975 pasal 37.
Amar Putusan

Amar putusan merupakan pernyataan yang berkenaan dengan status dan
hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa. Dan juga berisi perintah
atau penghukuman yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara. Amar
putusan harus jelas dan ringkas perumusannya.?

Untuk itu, atas dasar pertimbangan hukum maka Majelis Hakim

menjatuhkan amar putusannya sebagai berikut:

**Amandemen UU Peradilan Agama No.3 tahun 2006, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
cet. I11, h. 56
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 811
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1. Menyatakan Termohon | dan Termohon Il yang telah dipanggil secara sah
dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Membatalkan pernikahan Termohon | (S.W) dengan Termohon Il (E.D) yang
dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 2007 di KUA Kec. Ciledug Kab.
Cirebon;

4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 500/60/V111/2007 tidak
berkekuatan hukum;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Amar putusan dalam perkara pembatalan perkawinan  No.
3512/Pdt/G/2009/PA.Sbr. diputus dengan putusan verstek.

Putusan verstek ini dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat
putusan dijatuhkan. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena
Termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi,
sedangkan Pemohon hadir.?®

Boleh atau tidaknya memutus verstek berkaitan langsung dengan
pemanggilan yang patut, dengan kata lain, sebelum pemanggilan yang patut

dilakukan, belum boleh memutus verstek.?’

*Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah, h. 119
?’Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 104
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BAB IV

ANALISA TERHADAP PUTUSAN PERKARA
NO.3512/Pdt.G/2009 TENTANG PEMBATALAN

PERKAWINAN

A. Analisis Hukum Formil Putusan Perkara 3512/Pdt.G/2009

Penulis telah melakukan wawancara dengan Hakim-hakim Pengadilan
Agama Sumber dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan
mengenai perkara pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009.*

Dari hasil wawancara ini menurut penjelasan dari hakim-hakim penyebab
pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 disebabkan Termohon |
melakukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama maupun istri pertamanya
sehingga dalam perkara ini Hakim membatalkan perkawinan antara Termohon |
dengan Termohon Il yang diajukan oleh pihak KUA.

Permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 diterima oleh
pihak Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 9 Oktober 2009.

Menurut penjelasan para Hakim Pengadilan Agama Sumber proses
penerimaan dan pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan No.
3512/Pdt.G/2009 prosesnya sama dengan penerimaan dan pemeriksaan perkara

lainnya.

"Wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Sumber, 17 Januari 2011,
Pengadilan Agama Sumber.
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Dalam permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 para
Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut.

Menurut penuturan para Hakim, permohonan pembatalan perkawinan
No. 3512/Pdt.G/2009 bersifat gugatan karena ada pihak lawan seperti gugatan
cerai, permohonan ini bersifat gugatan kontentius yang disebabkan adanya
sengketa antara para pihak.

Para Hakim mengatakan bahwa di dalam persidangan atau adanya suatu
perkara pada dasarnya ada proses mediasi tetapi karena dalam permohonan
pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 putusannya verstek atau para
Termohon tidak hadir dari awal persidangan sampai perkara ini diputus, maka
para Hakim hanya melakukan penasehatan kepada Pemohon, namun dalam
perkara ini Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya karena
perkawinannya telah melanggar hukum yang berlaku.

Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutuskan permohonan
pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 didasarkan pada aturan hukum
yang berlaku, perbuatan yang dilakukan oleh Termohon 1 telah melanggar
Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 22, dan 28 “, KHI pasal 71
(a) dan PP No. 9 tahun 1975 pasal 37.

Dalam permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 alasan
yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek
dalam perkara ini disebabkan karena ketidakhadiran para Termohon dan tidak

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap
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persidangan, ketidakhadiran para Termohon dari awal persidangan sampai
perkara diputus meskipun menurut relaas panggilan para Termohon telah
dipanggil secara sah dan patut.

Permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 oleh Hakim
diputus secara verstek karena ketidakhadiran para Termohon, jangka waktu
Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek pada permohonan pembatalan
perkawinan langsung diputus verstek karena proses penerimaan dan
pemeriksaan serta kesimpulan Hakim mengenai permohonan pembatalan
perkawinan sudah lengkap dan jelas.

Menurut penuturan para Hakim dalam permohonan pembatalan
perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 tidak ada perlawanan/verzet dari pihak para
Termohon.

Menurut penjelasan para Hakim putusan permohonan pembatalan
perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat
hukum yang ditimbulkan bersifat kondemnatoir.

Menurut penuturan para Hakim dalam permohonan pembatalan
perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009, perkawinan antara Termohon | dan Termohon
Il yang perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama telah mempunyai
seorang anak. Kedudukan anak akibat dari pembatalan perkawinan tidak berlaku
surut, maksudnya tidak berlaku surut ialah anak tersebut tetap menjadi anak

orang tuanya yang sah.
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Permohonan pembatalan perkawinan ini bersifat kontentius. Perkara
kontentius adalah perkara gugatan atau permohonan yang di dalamnya
mengandung sengketa antara pihak-pihak.?

Perkara permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa maka
pihak yang mengajukan disebut Pemohon dan pihak lawan disebut Termohon.®

Pada dasarnya setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan
diproses melalui persidangan ada proses yang namanya mediasi (perdamaian).

Upaya mendamaikan terdapat pada pasal 65 dan pasal 82 Undang-
undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam penjelasan pasal 82
tersebut dinyatakan bahwa selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan
dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan juga tercantum dalam pasal 39
Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 31 PP No. 7 tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan. Dengan adanya perdamainan berdasarkan kesadaran para pihak
yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Peranan
Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran,
nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang itu
diminta oleh kedua belah pihak.*

Namun dalam perkara ini para Hakim hanya melakukan penasehatan

kepada Pemohon karena para Termohon tidak hadir dalam persidangan, dan

A.Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, h. 41
*Ibid., h. 42
*Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah, h. 41
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Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk membatalkan
perkawinan antara Termohon | dengan Termohon I1.

Dalam permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009,
perkara ini diputus secara verstek (pihak Termohon tidak pernah hadir dari awal
persidangan sampai perkara diputus). Tentang kapan boleh dijatuhkan putusan
verstek ada yang berpendapat bahwa putusan verstek harus dijatuhkan pada hari
sidang pertama. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa tidak hanya hari sidang
pertama saja tetapi dapat diberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi.”

Mengenai batasan yang bersifat toleran berdasarkan putusan yang
diputus secara verstek, kelayakan kedua belah pihak yang berperkara tersebut,
batas toleransi pengunduran yang dapat dibenarkan hukum dan moral yaitu
minimal dua kali dan maksimal tiga kali. Dengan demikian apabila pengunduran
dan pemanggilan sudah sampai tiga kali, tetapi para Termohon tidak datang
mengahadiri sidang tanpa alasan yang sah, Hakim wajib menjatuhkan putusan
verstek.®

Tujuan Hakim menjatuhkan putusan verstek dalam perkara ini adalah
untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses

pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki dan kesewenangan.’

>Sudikno Metokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006),
edisi ke-7, h. 108

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 390

‘ibid., h. 383
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Dalam kitab figh islam, memutus dengan verstek diperkenankan dan
putusan verstek itu disebut al-gada’u ‘ala al ga’ib. Kebolehan itu didasarkan
kepada sabda Rasulullah Saw., riwayat Bukhari dan Muslim, dari Aisyah r.a.,

yang berbunyi:
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“Dari Aisyah, ia berkata. Hindun binti ‘Utbah, istri Abi Sufyan datang kepada
Rasulullah Saw. lalu berkata. Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalh
seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi
bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya
tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? Maka sabda
Rasulullah Saw, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu
dengan cara yang patut.”

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan
dan Abi Sufyan ketika itu jauh di perantauan, karenanya dijadikan landasan
bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh Termohon (verstek).®

Dalam permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 Hakim
Pengadilan Agama Sumber tidak langsung menjatuhkan putusan verstek pada
sidang pertama tetapi Hakim masih memberi kelonggaran waktu kepada para

Termohon untuk hadir dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk

menunjukkan bukti-bukti berupa surat dan saksi.

®Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 106
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Mengenai pemanggilan para Termohon dalam perkara pembatalan
perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 pihak Pengadilan Agama Sumber sudah
memanggil secara sah dan patut.

Panggilan harus dilakukan dengan patut artinya disampaikan kepada
pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya atau melalui lurah atau kepala
desa, panggilan kepada Termohon harus dilampiri salinan permohonan,
panggilan sudah diterima oleh pihak atau kuasa sahnya selambat-lambatnya tiga
hari sebelum sidang dibuka, dan kepada Termohon yang telah dipanggil dengan
patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang maka perkaranya dapat diputus dengan
verstek.’

Dalam permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009,
putusan dari pembatalan perkawinan ini bersifat kondemnatoir. Putusan
kondemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu
kepada pihak lawan. Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius.
Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk menghentikan suatu
perbuatan atau keadaan.™

Menurut penulis, seperti yang sudah dijelaskan di dalam Bab 3 proses
penerimaan dan pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan sama dengan

proses penerimaan dan pemeriksaan pada perkara lain. Permohonan pembatalan

°Ibid., h. 86
19A.Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, h. 261
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perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 bersifat gugatan bukan permohonan karena
perkara ini ada pihak lawan yang disebut dengan kontentius. Pada dasarnya
setiap perkara ada proses mediasinya, namun dalam perkara ini karena para
Termohon tidak hadir dari awal persidangan sampai sidang diputus secara
verstek, maka hanya ada penasehatan dari Hakim kepada Pemohon. Dalam
menjatuhkan putusan verstek pada perkara ini, Hakim memberikan kelonggaran
waktu kepada para Termohon, namun kelonggaran waktu yang diberikan oleh
Hakim kepada para Termohon tidak berhasil, para Termohon tetap tidak hadir.
Putusan dalam permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009
bersifat kondemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu
pihak seperti dalam perkara pembatalan perkawinan ini dan perkaranya bersifat
kontentius artinya ada pihak lawan.
Analisis Hukum Materiil Putusan Perkara 3512/Pdt.G/2009

Penulis telah melakukan wawancara kepada pihak yang berperkara yaitu
dengan pegawai Staf KUA Kec. Ciledug Kab. Cirebon.™

Alasan pihak KUA mengajukan permohonan pembatalan perkawinan
disebabkan karena adanya laporan dari seorang istri yang mengatakan bahwa
Termohon | melakukan poligami tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada

Pengadilan Agama dan istri pertamanya, semuanya ini dilakukan secara

Ywawancara dengan pihak KUA, 7 Januari 2011, KUA Kec. Ciledug Kab. Cirebon.



67

sembunyi-sembunyi oleh Termohon I. Pihak KUA mengajukan pembatalan
perkawinan ini pada tanggal 9 Oktober 2009.

Menurut pihak KUA prosedur pencatatan nikah yang dilakukan kepada
Termohon | dan Termohon Il sudah benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan
prosedur pencatatan nikah menurut aturan yang berlaku.

Perkawinan antara Termohon | dengan Termohon Il bisa dilakukan
secara resmi di KUA karena ada pemalsuan identitas dari Termohon | yang
menyatakan bahwa Termohon | masih jejaka (belum pernah menikah).

Perkawinan Termohon | untuk kali kedua tidak ada ijin dari Pengadilan
Agama dikeranakan Termohon | ingin melakukan cara yang praktis untuk
menikah lagi tanpa harus melalui proses yang cukup lama dan rumit untuk
meminta ijin menikah lagi melalui Pengadilan Agama. Selain itu, karena
kurangnya pengetahuan dari Termohon | mengenai prosedur atau tatacara untuk
berpoligami.

Menurut pihak KUA yang menjadi penyebab Termohon | menikah lagi,
karena Termohon I lebih mencintai dan menyayangi Termohon Il dari pada istri
pertamanya, padahal dari perkawinan antara Termohon | dengan istri
pertamanya sudah mempunyai anak, alasan Termohon | ingin menikah lagi
tanpa alasan yang jelas hanya karena mencintai wanita lain.

Istri pertama Termohon | mengetahui pernikahan antara Termohon |
dengan Termohon Il karena istri pertama Termohon | mendapatkan informasi

dari tetangga dekat rumahnya yang pernah bertemu dengan Termohon | yang
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sedang berjalan dengan Termohon Il dan memperkenalkannya sebagai istri
Termohon | serta memberitahu tempat tinggal Termohon | dan Termohon II.
Menurut informasi dari pihak KUA yang sempat bertanya dengan istri
Termohon |, alasan istri pertama Termohon | melaporkan kepada pihak KUA
untuk membatalkan perkawinan antara Termohon | dengan Termohon Il karena
istri pertama Termohon 1 tidak ingin di madu, sebenarnya Termohon | pernah
memperkenalkan Termohon Il kepada istri pertamanya setelah mereka menikah,
awalnya istri pertama Termohon | tidak mengetahui dan tidak menyetujuinya
karena Termohon | menikah lagi tanpa memberitahu istri pertamanya, namun
dengan hati terpaksa akhirnya istri pertama Termohon | menyetujuinya, namun
semakin lama perkawinan antara Termohon | dengan Termohon Il berlangsung,
Termohon | tidak dapat berbuat adil, Termohon | lebih sering tinggal bersama
Termohon Il bahkan Termohon | tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada
istri pertamanya, akhirnya istri pertama Termohon | melaporkannya kepada
pihak KUA untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II.
Selain itu menurut pihak KUA istri kedua (Termohon II) dari Termohon |
sebelum mereka menikah awalnya Termohon Il tidak mengetahui jika Termohon
I sudah mempunyai seorang istri, namun pada saat pernikahannya sudah
berlangsung Termohon | baru mengatakan kepada Termohon Il bahwa ia sudah
menikah dan belum bercerai akhirnya Termohon Il dapat menerimanya.
Termohon Il pernah diajak oleh Termohon I untuk bertemu dengan istri pertama

Termohon 1.
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Menurut penuturan pihak KUA pernikahan antara Termohon | dengan
Termohon Il telah dikaruniai seorang anak.

Pihak KUA juga mengatakan, dalam pengajuan pembatalan perkawinan
ke Pengadilan Agama Sumber panggilan yang dilakukan oleh Pengadilan
Agama Sumber kepada Termohon | dengan Termohon Il untuk mengikuti
persidangan sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita dari Pengadilan
Agama Sumber sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memberikan surat
panggilan (relaas) yang ditujukan kepada Termohon | dan Termohon Il .

Surat panggilan (relaas) yang ditujukan kepada Termohon | dan
Termohon Il dari Jurusita ternyata Termohon | dan Termohon Il tidak pernah
hadir dari awal persidangan sampai akhir persidangan, Termohon | dan
Termohon Il tidak juga menghadirkan wakil atau kuasa sahnya untuk
mewakilkan mereka menghadiri sidang. Ketidakhadiran Termohon | dengan
Termohon |l tidak disertai dengan alasan yang jelas, sehingga perkara
pembatalan perkawinan ini diputus secara verstek, selain itu ketidakhadiran
Termohon | dan Termohon Il dalam mengikuti persidangan dikarenakan
pernikahan antara Termohon | dengan Termohon Il tidak ingin dibatalkan
karena Termohon | sudah merasa hidup bahagia dengan Termohon Il dan sudah
memiliki seorang anak, namun tetap saja apa yang telah dilakukan oleh

Termohon I dan Termohon Il telah melanggar aturan hukum yang berlaku.
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Seiring dengan perkembangan pemikiran, bahwa peluang melakukan
poligami semakin dipersempit dalam perundang-undangan perkawinan, di
negara-negara Islam di dunia.

Dalam Undang-undang perkawinan di dunia Islam pada umumnya
merujuk kepada asas-asas (prinsip) perkawinan yang dimuat dalam Undang-
undang No.1l tahun 1974 tentang perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip
perkawinan yang dimaksudkan ialah, asas (prinsip) sukarela, asas (prinsip)
partisipasai keluarga, asas (prinsip) perceraian dipersulit, asas (prinsip)
monogami (poligami dibatasi dan diperketat), asas (prinsip) kedewasaan calon
mempelai, asas (prinsip) memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita,
asas (prinsip) selektivitas.™

Di antara beberapa asas (prinsip) perkawinan di atas adalah asas (prinsip)
monogami (poligami dibatasi dan diperketat). Asas penting yang dianut sistem
Undang-undang Perkawinan Islam di dunia Islam pada umumnya adalah asas
monogami, Yyakni asas Yyang hanya memperbolehkan seorang laki-laki
mempunyai satu orang istri pada jangka waktu tertentu.

Hukum Islam termasuk hukum dalam bentuk perundang-undangannya
memberi kemungkinan atau tepatnya membolehkan poligami bagi orang
tertentu, dengan alasan tertentu, dalam keadaan tertentu, dan dengan syarat-

syarat yang tertentu pula. Di antara syarat-syarat yang dimaksudkan ialah bahwa

2Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 106.
¥Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 157.
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poligami dilakukan harus atas sepengetahuan istri atau istri-istri yang telah ada,
berkemampuan secara ekonomis, dapat berbuat adil, dan memperoleh ijin dari
Pengadilan yang berwenang.**

Pada dasarnya, hukum perkawinan hanya dapat ditegakkan atas dasar
kenyataan obyektif dan dalam ruang lingkup yang seluas-luasnya, mengakui
keutamaan monogami dan tidak mutlak melarang poligami.*®

Sebenarnya Islam tidaklah memulai poligami, tidak memerintahkan dan
juga tidak menganjurkan poligami itu. Islam hanya memperbolehkan poligami
dalam suasana tertentu dengan mengadakan syarat-syarat, terutama adil dan
mampu.'®

Untuk membuktikan bahwa tujuan hukum perkawinan dalam Islam
bukan sistem poligami, dibuktikan dengan sebuah ayat Al-Qur’an dan Hadits
yang telah memberikan penekanan ketidakmampuan berlaku adil bagi yang

berpoligami yakni:
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“Ibid., h. 162

*Chuzaimah T. yanggo dan Hafiz Ashary, Problematika Hukum Islam Kontemporer,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 106.

*Abbas Mahmoud Al-‘Akkad, Wanita dalam Al-Qur’an, (Jakarta: Bulan Bintang,
1987), h. 126.
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“Dan kamu betul-betul tidak akan dapat bersikap adil di antara istri-istrimu,
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu
terlalu pilih kasih kepada satu pihak sehingga kamu abaikan pihak yang lain
sampai terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perdamaian dan
memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun
dan Penyayang.” (Q.S An-Nisa: 129)."

Dalam sebuah hadis Nabi Saw. Juga disebutkan:

- - -

ol § s a s 36 g o a0 L I BT ira e
ol oy B A a2 el LS ) JU
“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. bersabda, “Barangsiapa
yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka
ia akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring.” (HR Abu Daud,
Tirmizi, Nasa’l, dan Ibnu Hiban)18
Menurut Penulis dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan
No. 3512/Pdt.G/2009 dilakukan oleh pihak yang benar menurut aturan hukum
yang berlaku. Di dalam UU No. 1 tahun 1974 disebutkan di dalam pasal 23
pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah pihak
keluarga, suami atau istri, dan Pejabat yang berwenang. Dalam perkara
pembatalan perkawinan ini pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan
adalah pihak Pejabat yang berwenang yaitu KUA. Pegawai pencatat nikah
dilarang mencatat dan mengurus administrasi pencatatan nikah jika terjadi

adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak calon mempelai ataupun

pihak lainnya, maka dari itu Pegawai Pencatat Nikah harus terlebih dahulu

YUmar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, (Semarang: Dina Utama,
1996), h. 120
M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, h. 362
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memeriksa dengan teliti apakah semua persyaratan yang diajukan oleh calon
mempelai sudah terpenuhi dan jelas, tetapi jika persyaratan tersebut
disalahgunakan dan Pegawai Pencatat Nikah tidak mengetahui hal itu, dan
mengetahuinya setelah pernikahan itu terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah
mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan tersebut seperi dalam perkara
pembatalan perkawiann ini. Dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 44 disebutkan
“Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang
suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya ijin Pengadilan.”

Sebuah perkawinan apabila dari awalnya sudah ada unsur kebohongan
atau penipuan maka rumah tangga yang dijalani tidak selamanya dan
sepenuhnya mendapatkan kebahagiaan.

Adanya unsur pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon I
akhirnya mengacu pada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon I,
dalam hal ini Termohon I telah malakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang
melanggar undang-undang.™

Selain itu, Termohon I juga telah melanggar KHI pasal 71 (a) ”Seorang
suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama.” Hal yang memicu
adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon 1 selain yang
disebutkan di atas ialah minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh Termohon |

mengenai prosedur atau tata cara poligami. Keinginan Termohon | yang

%Pipin Syarifin, Pengantar llmu Hukum, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 75.
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menikah lagi tanpa alasan yang jelas tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur
dalam Undang-undang Perkawinan, yang pada akhirnya Hakim memutuskan
membatalkan perkawinan antara Termohon | dan Termohon II.

Syarat ijin istri pertama bagi seorang suami yang akan menikah lagi
dengan istri kedua dan seterusnya tidak ditetapkan secara tersurat dalam Al-
Qur’an dan Al-Hadits. Artinya kalau seorang suami menikah lagi dengan wanita
atau istri kedua dan seterusnya tanpa diketahui dan tanpa ijin istri pertama,
secara Islam nikahnya tetap sah, tetapi tidak menurut Undang-undang yang
berlaku di negara RI. Hendaknya di ingat bahwa Islam sangat melarang seorang
suami menyakiti hati istrinya.?°

Menurut Penulis, salah satu penyebab dari pembatalan perkawinan
adalah apabila terjadi salah sangka atau penipuan yang dilakukan oleh seorang
suami atau istri maka perkawinannya dapat dibatalkan. Seperti halnya dalam
perkara pembatalan perkawinan No0.3512/Pdt.G/2009 yang dalam hal ini
Termohon I sebelumnya tidak mengatakan kepada istri pertama dan istri kedua
(Termohon I1) bahwa Termohon I telah menikah lagi tanpa meminta ijin dari
istri pertamanya dan telah membohongi istri keduanya (Termohon Il1) bahwa ia
masih jejaka (belum pernah menikah).

Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, perkawinan antara Termohon

I dengan Termohon Il selama perkawinannya telah mempunyai satu orang anak.

“Miftal Faridl, 150 Masalah Nikah dan Keluarga, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),
h. 129.
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Kedudukan seorang anak jika perkawinan orang tuanya dibatalkan, maka
keputusan hakim tidak berlaku surut terhadap anak tersebut. Hal ini di atur
dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 28 ayat 2 (a) “Keputusan tidak berlaku surut
terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.” Ini berarti bahwa
anak tersebut tetap menjadi anak yang sah dari orang tuanya meskipun
perkawinannya dibatalkan.

Pada saat pihak KUA mengajukan permohonan pembatalan perkawinan
untuk di sidangkan, pemanggilan para pihak yang berperkara dilakukan oleh
Jurusita Pengadilan Agama Sumber, menurut pihak KUA surat panggilan untuk
mengahadiri persidangan yang ditujukan kepada para Termohon sudah
dilakukan secara sah dan patut, namun ketidakhadiran para Termohon tidak
disertai dengan alasan yang jelas.

Dalam analisis Hukum Materiil putusan perkara No. 3512/Pdt.G/2009,
hukum materiilnya adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
dan KHI, khususnya dalam perkara pembatalan perkawinan ini yaitu mengacu
pada KHI pasal 71 (a) ”Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin
Pengadilan Agama”, jika dalam figh poligami tanpa ijin diperbolehkan namun
dalam hal ini KHI yang bersumber dari hukum Islam mengharuskan suami yang
hendak beristri lebih dari satu orang mendapat ijin dari Pengadilan Agama
seperti dalam KHI pasal 56 ayat 1.

Pencantuman alasan ijin poligami harus melalui Pengadilan Agama

yang terdapat dalam KHI pasal 56 ayat 1, apabila tidak ada ijin berpoligami
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kepada Pengadilan Agama maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum
dan perkawinannya dapat dibatalkan. Dalam pengaturan tentang beristri lebih
dari satu orang mendapat pengaturan khusus dalam KHI hal ini bertujuan untuk
mengambil manfaat dan meninggalkan mudharat dalam poligami, karena di
jaman sekarang ini poligami lebih banyak mudharatnya yang lebih cenderung
pada ketidakadilan dalam berpoligami, selain itu pengaturan khusus dalam KHI
tentang beristri lebih dari satu orang lebih banyak menyangkut aspek hukum
prosedural.

Pembentukan KHI ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi
hukum Islam di Indonesia. KHI merupakan sebuah kumpulan dari berbagai
pendirian dan pendapat hukum Islam yang berkembang dalam dunia pemikiran
yang sudah terseleksi dengan baik.?

Latar belakang diadakannya KHI ialah adanya ketidakjelasan persepsi
tentang Syari’ah dan figh, ketidakjelasan bagaimana melaksanakan Syari’ah
Islam, dan ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut dengan
hukum Islam.??

Fungsi dari KHI di Indonesia ialah sebagai suatu sasaran untuk
mewujudkan kodifikasi dan juga unifikasi hukum Nasional yang berlaku untuk
warga masyarakat mengingat mayoritas warga Indonesia adalah beragama Islam,

sebagai pegangan para Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan

! Abdurrahman, Kompilasi Hukum lIslam di Indonesia, (Jakarta: CV. Akademika
Pressindo, 2010), h. 87
“Ibid., h. 24
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mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, dan sebagai pegangan
bagi warga masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku bagi warga

masyarakat itu sendiri.?

Zbid., h. 60
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah Penulis mengkaji, memahami dan menganalisis tentang
pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sumber (studi kasus putusan

Pengadilan Agama No. 3512/Pdt.G/2009) yang disebabkan melakukan poligami

tanpa ijin Pengadilan Agama, maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Pembatalan perkawinan dalam figh memang telah dikenal namun dalam hal
ini, penyebab pembatalan perkawinan (fasakh) tidak dijelaskan secara detail,
jika di dalam figh penyebab pembatalan perkawinan disebabkan karena
adanya hubungan darah antara suami dan istri, selain itu penyebab lain dari
pembatalan perkawinan dalam figh yaitu apabila salah satu pasangan suami
istri terdapat penyakit yang dapat menghalangi jalannya perkawinan seperti
penyakit impoten, sopak, kusta, dan lain-lain, maka perkawinannya dapat
dibatalkan. Sedangkan pembatalan perkawinan dalam Undang-undang
Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI ada beberapa perbedaan tentang
penyebab pembatalan perkawinan salah satunya yang terdapat dalam pasal
71 KHI yaitu melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama, peraturan
hukum perkawinan di Indonesia memang melarang poligami tanpa ijin
Pengadilan Agama karena asas perkawinan di Indonesia menganut asas

monogami. Pengadilan Agama hanya akan memberikan ijin poligami
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kepada seseorang apabila telah memenuhi syarat untuk melakukan
poligami. Lain halnya dalam figh, poligami tanpa ijin dari istri atau istri-
istri sebelumnya diperbolehkan karena tidak ada ayat Al-Qur’an maupun
Hadits yang mengaturnya. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan
mempunyai dampak hukum antara lain terhadap suami istri dengan adanya
pembatalan perkawinan, yaitu di antara keduanya dianggap tidak pernah
terjadi perkawinan dan perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum.
Selain itu pisahnya suami istri akibat dari pembatalan perkawinan tidak
dapat di rujuk lagi dan jika ingin kembali maka harus melakukan akad nikah
yang baru. Sedangkan akibat hukum terhadap anak yang lahir dari
perkawinan yang telah dibatalkan, statusnya adalah tidak berlaku surut,
maksudnya anak tersebut tetap menjadi anak yang sah dari orang tuanya.

Proses penerimaan dan pemeriksaan dalam perkara permohonan pembatalan
perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 sudah dilakukan dengan benar sesuai
dengan aturan yang berlaku dan prosesnya sama seperti perkara yang lain.
Namun permohonan pembatalan perkawinan ini oleh Hakim diputus secara
verstek, yaitu para Termohon tidak pernah hadir dari awal persidangan dan
tidak mengutus wakil atau kuasa yang sah sampai perkara diputus.
Ketidakhadiran para Termohon dalam persidangan tidak disertai alasan yang
jelas. Walaupun diputus secara verstek, putusan Hakim telah memiliki

kekuatan hukum.
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3) Penyebab permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 di
Pengadilan Agama Sumber ialah melakukan poligami tanpa ijin. Hal ini
berdasarkan pasal 71 (a) KHI ”Seorang suami melakukan poligami tanpa
ijin Pengadilan Agama”. Dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI di
Indonesia menganut asas monogami. Oleh karena itu, hukum perkawinan di
Indonesia tidak dengan mudah memberikan ijin untuk berpoligami tanpa
syarat dan alasan yang jelas. Selain itu, dalam pengaturan tentang beristri
lebih dari satu orang mendapat pengaturan khusus dalam KHI hal ini
bertujuan untuk mengambil manfaat dan meninggalkan mudharat dalam
poligami, karena di jaman sekarang ini poligami lebih banyak mudharatnya
yang lebih cenderung pada ketidakadilan dalam berpoligami, selain itu
pengaturan khusus dalam KHI tentang beristri lebih dari satu orang lebih
banyak menyangkut aspek hukum prosedural.

B. Saran-saran
Dengan dilandasi oleh kerendahan hati setelah menyelesaikan
pembahasan skripsi ini, Penulis memberi saran-saran. Adapun saran yang dapat

Penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas perkara No.

3512/Pdt.G/2009 di Pengadilan Agama Sumber adalah sebagai berikut:

1) Sebelum melakukan perkawinan, hendaknya diteliti lebih dulu apa-apa yang
telah menjadi rukun dan syarat perkawinan. Sehingga, rukun dan syarat-
syarat tersebut dapat dipenuhi. Hal ini dimaksudkan agar di kemudian hari

tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan perkawinan
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yang telah dilangsungkan. Karena perkawinan dilangsungkan tidak lain
untuk melanggengkan hubungan cinta kasih antara pria dan wanita, yang
bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia.

Kiranya dalam pelaksanaan sebuah perkawinan perlu diperhatikan mengenai
identitas calon masing-masing. Pengecekan identitas tidak hanya
mengutamakan kebenaran secara administratif saja, namun perlu
diupayakan untuk dapat dilakukan pengecekan lapangan.

Sebaiknya Pegawai pencatat nikah lebih memperketat dalam mengadakan
pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai
status dan keabsahan data masing-masing pihak, seperti status dari calon
pasangan masing-masing apakah calon suami masih jejaka atau duda dan
apakah calon istri masih perawan atau janda. Pemeriksaan ini dilakukan
agar tidak terjadi adanya pelaggaran hukum dalam perkawinan. Untuk itu
perlulah kiranya pihak penegak hukum memberikan serangkaian kegiatan

yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
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PEDOMAN WAWANCARA ANALISIS HUKUM FORMIL

Apa penyebab dari pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 di Pengadilan
Agama Sumber?

Kapan permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 diterima oleh
Pengadilan Agama Sumber?

Apakah proses penerimaan dan pemeriksaan permohonan pembatalan
perkawinan sama dengan perkara yang lain?

Apakah Pengadilan Agama Sumber sudah memanggil secara sah dan patut
kepada para Termohon?

Mengapa perkara pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 bersifat
gugatan?

Mengapa permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 tidak ada
proses mediasi?

Apakah yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutuskan
perkara No. 3512/Pdt.G/2009 menjadi pembatalan perkawinan?

Apakah yang menjadi alasan dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan
verstek pada permohonan pembatalan perkawinan No.3512/pdt.G/2009?

Berapa lama jangka waktu Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek pada
permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009?

Apakah permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 yang diputus
verstek ada perlawanan/verzet dari para Termohon?

Bagaimana sifat putusan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009?
Bagaimana kedudukan anak akibat dari pembatalan perkawinan No.
3512/Pdt.G/2009/?
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PEDOMAN WAWANARA ANALISIS HUKUM MATERIIL

Mengapa pihak KUA mengajukan permohonan pembatalan perkawinan?

Kapan pihak KUA mengajukan permohonan pembatalan perkawinan?

Apakah prosedur pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh pihak KUA sudah
benar menurut aturan yang berlaku?

Bagaimana proses pernikahan Termohon | dengan Termohon Il bisa dilakukan
secara resmi di KUA padahal tidak ada ijin dari Pengadilan Agama?

Mengapa Termohon | tidak ijin kepada Pengadilan Agama jika ingin menikah
lagi?

Apakah yang menjadi alasan Termohon | menikah lagi?

Apakah yang menjadi alasan istri pertama Termohon | melaporkan kepada pihak
KUA untuk membatalkan perkawinan antara Termohon | dan Termohon 11?7
Apakah istri pertama Termohon | awalnya mengetahui Termohon | akan
menikah lagi?

Apakah istri kedua (Termohon Il) sebelumnya mengetahui bahwa Termohon |
sudah mempunyai seorang istri?

Apakah perkawinan antara Termohon I dan Termohon Il mempunyai anak?
Apakah para Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan
Agama Sumber?

Mengapa para Termohon tidak pernah mengahadiri sidang di Pengadilan Agama

Sumber?
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